
 

 

 

 

 

RESUME  

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 
 

 

 

1. Nama Unit Manajemen : PT. ASCO PRIMA NUSANTARA 

2. Kegiatan VLK : Sertifikasi Legalitas Kayu 

3. Lingkup Serifikasi : Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA PT. Asco 

Prima Nusantara seluas ± 171.270 Hektar di Kabupaten 

Kaimana Provinsi Papua Barat 

4.  Pelaksanaan Audit Lapangan : 08 – 14 Desember 2014 

5.  Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-

HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan. 

6. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor) 

   b. Suseno Djoko Suhendro, S.Hut. (Auditor) 

   c. Adi Supriadi, S.Hut. MSi (Auditor) 

7.  Pengambil Keputusan :  Ir. Kurnia 

8. MR Auditee :  Fauzi At-Tamimi, S.Hut. 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA 
LVLK-010-IDN 

 

TrustindoPrima Karya 

LVLK-010-IDN 
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A.PROFILLEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) 

 

1. Nama LVLK : PT.TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda 75121 

3. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN 

Masa berrlaku 27/09/2012 – 26/09/2016 

4. Penetapan Menteri 

Kehutanan RI 

: Surat Keputusan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 

tanggal 5 November 2012 

5. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia 

 

 

 

 

B.  PROFIL AUDITEE 

 

a. Nama Pemegang IUPHHK : PT. Asco Prima Nusantara 

b. Kantor Pusat : Jl. Raya Darmo Permai 2 No. 15 Surabaya - Jawa 

Timur 

c. Telp./Fax : (031) 7318771 / (031) 7329923 

d. Email : ascoprimanusantara@gmail.com 

e. SK IUPHHK-HA : 82/Menhut-II/2009, tanggal 05Maret 2009 

f. Luas  : ±171.270 Hektar 

g. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat 

h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Abdurrachman Abdulkadir 

Assegaff  

- Direktur : Ismed I Rusman 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ascoprimanusantara@gmail.com
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C. KEGIATAN AUDIT LAPANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN VERIFIKASI 

 

C.1. TAHAP :PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN:  

 

NO. KEGIATAN 
LOKASI DAN 

WAKTU 
KETERANGAN 

1 
Perjalanan 

kedatangan 

Minggu, 07 

Desember 2014 
Samarinda – Kaimana via Ambon 

2 
Pertemuan 

Pembukaan 

Kaimana, Senin 

08 Desember 

2014 

Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang 

lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur 

verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau 

surat tugas Manajemen Representatif. 

Presentasi singkat profile Auditee 

3 

 

Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Observasi 

Lapangan 

Areal kerja PT 

APN, 08– 12 

Desember 2014 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa 

data dan dokumen 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, 

wawancara dan penelusuran serta analisisnya 

(mengacu pada Lampiran 2.1.Perdirjen Nomor 

P.5/VI-BPPHH/2014) 

4 
PertemuanP

enutup 

Base Camp PT. 

APN, Jumat  

12Desember 

2014 

a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian 

hasil kesimpulan sementara 

b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di 

lapangan dan hal-hal yang masih perlu 

ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen 

dan kekurangan lainnya. 

5 
Perjalanan 

Kembali 

Base Camp PT. 

APN – 

Samarinda 

Sabtu-Minggu, 

13-14 

Desember 2014 

Perjalanan laut, udara dan darat Basecamp PT. 

APN – Kaimana – Samarinda via Ambon 

 

C.2. TAHAP : PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENILIKAN :  

 

-  Tempat dan Waktu   : Samarinda, 29 Desember 2014 

-  Kesimpulan    :  

1.  IUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara dinyatakan MEMENUHI standar Verifikasi 

Legalitas Kayu berdasarkan Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014.  

2. Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas kayu (S-LK) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. 
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C.2. RESUME HASIL PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  

 
PRINSIP 1. :   Kepastian areal dan hak pemanfaatan 
Kriteria 1.1.           :    Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.  
Indikator 1.1.1.    :    Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IUPHHK) 
 
 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1 1.1.1.a. Dokumen legal 
terkait perizinan usaha (SK 
IUPHHKHA/HT/RE/ 
Pemegang Hak Pengelolaan 

M PT. Asco Prima Nusantara terbukti memiliki SK IUPHHK-HA  Nomor : 

SK. 82/Menhut-II/2009 tanggal 05 Maret 2009 yang sah seluas ± 

171.270 Ha (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) 

Hektar di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dari Menteri 

Kehutanan dan SK tersebut dilengkapi peta areal kerja skala 1 : 

250.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. 

Terdapat dokumen legal lainnya seperti Akte Pendirian Perusahaan, 

Akte Perubahan Terakhir, SIUP, TDP, NPWP. 

2 1.1.1.b.  Bukti pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IIUPHHK). Tidak 
berlaku untuk Pemegang 
Hak Pengelolaan 

M Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor : 
S.228/VI-BIKPHH/2009 tanggal 23Maret 2009  yang diterbitkan oleh 
Kementerian Kehutanan yang menyatakan kewajiba PT. Asco Prima 
Nusantarauntuk memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sebesar 
Rp.  9.268.762.500,-,  

Bukti setor IIUPHHK-HA  tahap I senilai Rp 2.317.190.625 dan  
ditemukan bukti setor pembayaran tahap II (Pelunasan) SPP 
IIUPHHK-HA sebesar Rp 6.951.571.875,- dibayarkan kepada nomor 
rekening Bendaharawan Penerima IIUPH  pada tanggal 16November 
2011. 

3 1.1.1.c. Penggunaan 
kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A 
Pada areal IUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantaratidak 
terdapat pengunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK 

 
 
 
PRINSIP 2. :    Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 
Kriteria 2.1.         :    Pemegangizin memilikirencana penebanganpada arealtebangan yangdisahkan olehpejabatyang 

berwenang. 

Indikator 2.1.1. :    RKUPHHK/RPKHdan RencanaKerjaTahunan (RKT/BaganKerja/RTT) disahkanolehyang 
berwenang 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4 2.1.1.a. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, RKT/ 
Bagan Kerja/RTT beserta 
lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang, meliputi : 
1. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang 
disusun berdasarkan 
IHMB/risalah hutan dan 
dilaksanakan oleh Ganis 
PHPL Timber Cruising 
dan/atau Canhut 

M Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB an. PT.Asco Prima Nusantara 
untuk periode 10 tahun (2012 s/d 2021) yang mendapat persetujuan 
dari Menteri Kehutanan No. SK.58/BUHA-2/2012 tanggal 24 Jui 2012 
dan proses penyusunan RKUPHHK sesuai dengan peraturan atau 
ketentuan yang berlaku; 
Terdapat RKTUPHHK-HA tahun 2013 dan 2014 yang telah disahkan 
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan disusun berdasarkan 
RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk periode 10 tahun (2012 s/d 
2021); 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. Dokumen RKT/RTT yang 
disusun berdasarkan 
RKU/RPKH  dan disahkan 
oleh pejabat yang 
berwenang atau yang 
disahkan secara self 
approval 
3. Peta rencana penataan 
areal kerja yang dibuat oleh 
Ganis PHPL Canhut 
 

5 2.1.1.b. Peta areal yang 
tidak boleh ditebang pada 
RKT/Bagan Kerja/RTT dan 
bukti implementasinya di 
lapangan 

M PT.Asco Prima Nusantara memiliki Peta RKTUPHHK tahun 2013 dan 
tahun 2014 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang 
yaitu  

1. Kawasan Lereng > 40 % (KL); 
2. Kawasan Konservasi Insitu (KKI) 
3. Sempadan Sungai; 
4. Kawasan Pelestarian Plasma Nuftah (KPPN); 
5. Buffer Zone Hutan Lindung (BZ); 
6. Petak Ukur Permanen (PUP) 

Hasl uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan 
peta areal kerja yang sudah disahkan oleh instansi berwenang; 

6 2.1.1.c. Penandaan lokasi 
blok tebangan/ blok 
RKT/petak RTT yang jelas di 
peta dan terbukti di 
lapangan 

M Terdapat Blok/petak tebangan yang disahkan (dicap) oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi Papua Barat pada Peta RKTUPHHK-HA PT. Asco 
Prima Nusantara Tahun 2014 Skala 1 :50.000 yang menjadi lampiran 
SK.RKTUPHHK-HA. 
Hasil pengecekan lapanganbatas blok RKT dan Batas Petak terbukti 
penandaannya dan terdapat papan nama RKT dan plang petak.  

 
 

Kriteria 2.2.         :    Adanya rencana kerja yang sah. 
Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

7 2.2.1.a. Dokumen Rencana 
Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) 
(bisa dalam proses) dengan 
lampiran-lampirannya 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT. Asco Prima Nusantara  berbasis 
IHMB untuk periode tahun 2012 – 2021 dan telah mendapatkan 
persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 58/BUHA-2/2012 
tertanggal 24Juli 2012 

Terdapat lampiran peta yang ditanda tangani oleh a.n. Menteri 
Kehutanan, serta dibubuhi dengan stempel basah Kementerian 
Kehutanan.  

Dokumen RKUPHHK-HA telah mengacu pada ketentuan yang berlaku 
yaitu Permenhut Nomor : P.24/Menhut-II/2011 tanggal 18 April 2011 
tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Alam (HA) dan Restorasi Ekosistem (RE). 

8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi 
dan volume pemanfaatan 
kayu hutan alam pada areal 
penyiapan lahan yang 
diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

N/A PT. Asco Prima Nusantara merupakan pemegang IUPHHK dalam 
Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang 
melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman HTI 
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PRINSIP 3.    :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 
Kriteria 3.1.       :    Pemegangizin menjaminbahwa semuakayuyang diangkutdari Tempat PenimbunanKayu 

(TPK)hutankeTPK AntaradandariTPK Antarakeindustri primerhasilhutan (IPHH)/pasar, 
mempunyai identitasfisikdan dokumenyangsah. 

Indikator 3.1.1. :   Seluruhkayubulatyang ditebang/dipanenatau yangdipanen/dimanfaatkantelahdi-LHP-kan. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9 3.1.1. Dokumen LHP yang 
telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang 

M PT. Asco Prima Nusantara selama periode audit telah menerbitkan 
LHP dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP sesuai dengan 
ketentuan. Hasil pengecekan di lapangan tidak terdapat perbedaan 
antara fisik kayu dan dokumen yang diterbitkan dan pada uji petik 
nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. 

 

Indikator 3.1.2. :   Seluruhkayuyang diangkutkeluararealizin dilindungidengansurat keterangansahnyahasil 
hutan 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

10 3.1.2. Surat keterangan 
sahnya hasil hutan dan 
lampirannya dari: 
-TPK hutan ke TPKAntara, 
-TPK hutan ke 

industriprimer 
dan/ataupenam-pung 
kayu terdaftar, 

- TPKAntara ke 
industriprimer hasil 
hutandan/atau penampung 
kayu terdaftar 

M PT. Asco Prima Nusantara mengangkut kayu dari Logpond/Logyard 

ke tujuan pengiriman kayu di Industri dilindungi dengan SKSKB yang 

dilampiri DKB dan diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB yang 

telah memiliki register penerbit SKSKB sesuai ketentuan 

 

Indikator 3.1.3.  : Pembuktianasalusul Kayu Bulat(KB)daripemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HA/ IUPHHK-
RE/Pemegang HakPengelolaan. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
11 3.1.3.a. Tanda-tanda 

PUHH/barcode pada kayu 
dari pemegang IUPHHK-
HA/IUPHHK-HA/ IUPHHK-
RE/Pemegang Hak 
Pengelolaan bisa dilacak 
balak 

M PT. Asco Prima Nusantara telah menerapkan penandaan dan 
memberi identitas pada kayu hasil produksinya sesuai dengan 
dokumen dan asal usul kayu dapat dilacak balak. 

12 3.1.3.b. Identitas kayu 
diterapkan secarakonsisten 
oleh pemegang izin 

M PT. Asco Prima Nusantara telah menerapkan penandaan dan 
memberi identitas pada kayu hasil produksinya sesuai dengan 
dokumen dan diterapkan secara konsisten di batang kayu dan 
dokumentasinya.  

 

 

Indikator 3.1.4. :  Pemegangizinmampu membuktikanadanya catatanangkutankayuke luarTPK 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

13 3.1.4. Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk 

M Dokumen SKSKB PT. Asco Prima Nusantara Nomor Seri DG. 1653218 

lengkap dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) Nomor : 06/DKB-

TPTI/APN/X/2014 dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

hutan alam, dan arsip 
FAKB dan lampirannya 
untuk hutan tanaman 

 

 
Kriteria 3.2.       :  Pemegangizin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 

Indikator 3.2.1. :    Pemegangizinmenunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH). 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

14 3.2.1.a.Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) 
DRdan/atau PSDH telah 
diterbitkan. 

M Dokumen SPP PSDH & DR telah sesuai dengan LHP yang telah 

disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif 

15 3.2.1.b.  Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH 

M PT. Asco Prima Nusantara telah melakukan pembayaran DR dan 
PSDH dan telah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan 
dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang 
benar sesuai ketentuan 

16 3.2.1.c.  Kesesuaian tarif DR 
dan PSDH atas kayu hutan 
alam (termasuk hasil 
kegiatan penyiapan lahan 
untuk pembangunan hutan 
tanaman) dan kesesuaian 
tarif PSDH untuk kayu hutan 
tanaman 

M PT. Asco Prima Nusantara telah melakukan pelunasan pembayaran 
DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP. Data yang tercantum 
dalam dokumen SPP maupun Bukti Setor telah sesuai dengan 
persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku 

 

 

Kriteria 3.3.          :   Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

Indikator 3.3.1. :    Pemegangizin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang 
Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

17 3.3.1. Dokumen PKAPT M PT. Asco Prima Nusantara memiliki dokumen PKAPT dengan nomor 

PKAPT 09.03.1.03645 yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang 

dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 

 
 
 

Indikator 3.3.2. :    Pengangkutankayubulat yangmenggunakankapal haruskapalyang berbenderaIndonesiadan 
memilikiizinyangsah. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

18 3.3.2. Dokumen yang  
menunjukkan identitas 
kapal. 

M Terdapat Dokumen Pengangkutan dengan Kapal Pengangkut yang 

digunakan untuk pengangkutan kayu ke Industri pengolahan kayu 

dan berbendera Indonesia atas nama TB Virgo Sejati – 27 dan 

TKVirgo Sejati - 28 

 
 
 
 
PRINSIP 4. :    Pemenuhan aspek lingkungan dan sosialyang terkait dengan penebangan 
Kriteria 4.1.            :    Pemegangizin telahmemiliki AnalisaMengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen 

Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) 
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danUpaya Pemantauan Lingkungan(UPL)& melaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan 
dalamdokumen lingkungantersebut. 

Indikator 4.1.1.    :    Pemegangizintelah memilikiDokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputiAnalisaDampak 
Lingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL)dan RencanaPemantauan 
Lingkungan(RPL)yang telahdisahkansesuai peraturanyangberlaku meliputiseluruhareal 
kerjanya. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19 4.1.1. Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-
RPL 

M PT. Asco Prima Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL berupa 
ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui dan disahkan dengan Surat 
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kaimana selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana No. 03/KPTS-
KP/KMN/2008. 

 

 

Indikator 4.1.2.   :  Pemegangizinmemiliki laporan pelaksanaan RKLdan RPLyang menunjukkan penerapan 
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

 
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

20 4.1.2.a. Dokumen RKL dan 
RPL 

M PT Asco Prima Nusantara telah memiliki dokumen Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah 

disetujui. 

21 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek fisikkimia, 
biologi dan sosial 

M Kewajiban PT. Asco Prima Nusantara untuk melakukan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan dibuktikan dengan pembuatan laporan 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan 
sekali (semester), yang didukung oleh bukti lapangan berupa 
pemasangan plang nama dan penandaan batas-batas kawasan 
lindung. 

 

PRINSIP 5.       :    Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 
Kriteria 5.1.        :    Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
Indikator 5.1.1. :   Prosedur dan implementasi K3. 
 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

22 5.1.1.a. Implementasi 
prosedur K3. 

M Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan bahwa pemegang IUPHHK-

HA PT. Asco Prima Nusantara telah memiliki prosedur yang lengkap 

tentang K3 yaitu berupa Standart Operasional Prosedure (SOP) K3 

dalam kegiatan operasional lapangan. 

23 5.1.1.b.Ketersediaan 
peralatan K3  

M PT. Asco Prima Nusantara memiliki berbagai SOP yang memungkinkan 

operasional perusahaan memenuhi prosedur K3, dan terdapat 

implementasi prosedur K3 walaupun masih perlu ditingkatkan namun 

secara umum telah memiliki peralatan K3  

24 5.1.1.c. Catatan kecelakaan 
kerja 

M Hasil verifikasi dokumen pada PT. Asco Prima Nusantara memiliki 

catatan kerja yang dibuat setiap bulan, dan selama periode penilaian 

kecelakaan kerja NIHIL. Ini membuktikan bahwa upaya menekan 

tingkat kecelakaan kerja berhasil 

 
Kriteria 5.2.    :    Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 
Indikator 5.2.1. :   Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
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25 5.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
oekeria

M
Berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi, tidak ada serikat pekerja di
PT APN, tetapi perusahaan telah memberi kesempatan dengan

pernyataan tertulis kepada seluruh karyawan untuk membentuk

serikat pekerja

Indlkator5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

lndikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Ketdrangan :

M = Memenuhi
TM =Tidak Memenuhl
N/A = Not Applicable

Samarinda, 26Desember 2014

Prima Karya

ilo VERIfIER T{TIAI *ITIEfiASJT.IUSNFIIASI
26 5.2.2. Ketersediaan

Pekumen Kq atau PP

M Tersedia draft perjanjian keriasama antara pengusaha dengan
karyawan PT; rQsee Prima Nssantara ysnc terdiri dari lQ bab dan
diiabarkan dalam 44 oasal

NO t ttrtFlEn 1{TT"AI RIiEI(AITAN JUSTIFII(ASI

27 Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur

M Karyawan termuda yang bekerja di PT. APN per 30 Nopember 1995
adalah Seoi Martinus {heloer ehainsawl vane berusia 19 tahun 1 bulan
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